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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 888/Pdt.G/2019/PA.Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Balikpapan  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yulianti Mandasari binti Arben, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA,  pekerjaan  Tidak  Bekerja,  tempat  kediaman  di

Perumahan  Graha  Indah,  Blok  B3,  RT.  07,  No.  20,

Kelurahan  Graha  Indah,  Kecamatan  Balikpapan  Utara,

Kota  Balikpapan,  Provinsi  Kalimantan  Timur;,  sebagai

Penggugat;

melawan

Sukandar  bin  Abu  Hamid, umur  54  tahun,  agama  Islam,  pendidikan

SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di

Jalan  Pramuka,  Komperta,  RT.  08,  RW.  01,  No.  77,

Kelurahan Muntang Tapus, Kecamatan Prabumulih Barat,

Kota  Prabumulih,  Provinsi  Sumatera  Selatan;,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan  surat  gugatannya  tertanggal  16  Mei

2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada

hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  888/Pdt.G/2019/PA.Bpp,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1.  Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada

tanggal 17 Desember 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan,

Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta

Nikah Nomor: 1038/93/XII/1995 tanggal 05 Januari 1996; 

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

bertempat  tinggal  di  rumah  sewaan  di  Jalan  Inpres  III,  Kelurahan

Muara  Rapak,  Kecamatan  Balikpapan  Utara,  Kota  Balikpapan,

Provinsi  Kalimantan  Timur,  selama  4  tahun.  Kemudian  berpindah-

pindah dan terakhir tinggal dirumah dinas milik perusahaan di Jalan

Pramuka,  Komperta,  RT.  08,  RW.  01,  No.  77,  Kelurahan  Muntang

Tapus,  Kecamatan  Prabumulih  Barat,  Kota  Prabumulih,  Provinsi

Sumatera Selatan, selama 7 tahun; 

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

   - Adila Sukandar, lahir di Balikpapan 14 April 1998 

  - Inasoktaviani, lahir di Balikpapan 25 Oktober 2001 

  - Salsabila Fauziyah Sukandar. Lahir di Balikpapan 28 Januari 2004 

  - Ghany Ilmi Rizky, lahir di Pramulih 10 Januari 2013 

      Dan anak tersebut sekarang berada didalam asuhan Penggugat; 

4. Bahwa sejak  sekitar  tahun 2010 rumah tangga Penggugat  dengan

Tergugat  mulai  tidak  rukun,  karena  antara  Penggugat  dengan

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

5. Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  terjadi

dikarenakan  Tergugat  memiliki  sikap  keras,  sehingga  ketika  ada

masalah  kecil  Tergugat  langsung  marah  kepada  Penggugat.

Contohnya  ketika  Tergugat  pulang  dari  bekerja,  karena  merasa

kelelahan atau memiliki masalah di tempat bekerja, tanpa sebab dan

alasan  yang  jelas  Tergugat  akan  langsung  marah-marah  dan

melampiaskan  emosi  Tergugat  kepada  Penggugat.  Ketika  marah

Tergugat tidak segan untuk berkata kasar kepada Penggugat; 
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5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar,  namun Tergugat tidak

ada  i'tikad  baik  untuk  menjaga  keutuhan  rumah  tangga,  sehingga

Penggugat  sudah  tidak  ada  keinginan  lagi  untuk  melanjutkan

hubungan rumah tangga bersama Tergugat; 

7. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat

dengan  Tergugat  tersebut  terjadi  pada  bulan  Maret  2019,  yang

akibatnya  Penggugat  pergi  meninggalkan  rumah  dinas  milik

perusahaan.  Sehingga  sejak  saat  itu  antara  Penggugat  dengan

Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan melakukan hubungan

 layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang; 

8.      Bahwa  atas  sikap  dan  perbuatan  Tergugat  tersebut,  Penggugat

menyatakan  tidak  sanggup  lagi  melanjutkan hubungan  perkawinan

bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah

ini ke Pengadilan Agama Balikpapan; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, #0046# mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq.  Majelis  Hakim

yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

1.  Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat,  (Sukandar bin Abu

Hamid) terhadap Penggugat, (Yulianti Mandasari binti Arben);  

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;  

      Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan

Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa  Ketua  Majelis  telah  memerintahkan  Penggugat dan

Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator

(M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.) tanggal 03 Juli 2019, ternyata mediasi tidak

berhasil;
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Bahwa  meskipun  mediasi  tidak  berhasil,  Majelis  Hakim  tetap

berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  agar  kembali  rukun

membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat

yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  atas  gugatan Penggugat  tersebut,  Tergugat  mengajukan

jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga baik-baik

saja bahwa beberapa hari ini tergugat telah melakukan hubungan badan

(sexual) sudah lima kadi dengan penggugat;

Bahwa  atas  jawaban  Tergugat  tersebut,  Penggugat  mengajukan

replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan beberapa hari ini

telah  melakukan  hubungan  badan  (sexual)  dengan  tergugat,  namun

terpaksa, akan tetapi penggugat menjelaskan telah 4 (empat) melakukan

sexual tersebut;

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu  yang  tercantum  dalam  berita  acara  persidangan  perkara  ini

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim

maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun

upaya  perdamaian  tersebut  tidak  berhasil,  dengan  demikian  telah

terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat

(1)  Rbg  dan  Pasal  2  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

Nomor 01 Tahun 2008;
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Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,

maka diperiksa  pokok perkara  dalam sidang tertutup  untuk  umum, hal

tersebut  sesuai  ketentuan Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

cerai adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang,  bahwa  dalam  jawab-menjawab  perkara  aquo

penggugat  dan  tergugat  masih  melakukan  hubungan  badan  bahkan

sampai  4  atau  5  kali  selama  proses  persidangan  ini,  oleh  karenanya

majelis  berpendapat  bahwa  karena  kedua  pihak  masih  melakukan

hubungan badan, meskipun menurut penggugat merasa terpaksa, namun

hal  itu  dilakukan hingga sampai  4  atau  5  kali,  berarti  keduanya  tanpa

dengan paksaan, oleh sebab itu majelis berpendapat antara penggugat

dengan tergugat  dapat diduga rumah tangganya masih dalam keadaan

rukun dan harmonis, sehingga tidak ada alasan cerai dalam perkara ini

sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Pasal 19

huruf f  Jo. KHI Pasal 116 huruf f,  karenanya gugatan penggugat harus

dinyatakan ditolak sebab tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan,  maka  berdasarkan  ketentuan  pasal  89  ayat  (1)  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan

yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;  

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
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Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama  Balikpapan  pada  hari  Rabu tanggal  31  Juli  2019 Masehi

bertepatan dengan tanggal  28 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh  Drs. H. Amir

Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Ir. H. Syahrian

Noor,  S.Ag., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  oleh

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hesty  Lestari,  S.H. sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh

Penggugat  dan Tergugat.

Hakim Anggota 

Drs. H. Akh. Fauzie

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Ketua Majelis,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H.
Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Pemanggilan : Rp 815.000,00

-  PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai                           : Rp             6.000,00

J u m l a h : Rp 931.000,00

(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
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Balikpapan, 31 Juli 2019

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.
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